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KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
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NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUI.,AUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang a. bahwa salah satu karakteristik (role modetl ddam

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan

yang berkualitas melalui Pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa sebagai upaya percepatan pemban grtnan 7'ona

Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro untuk mewujudkan Wilayah Bebas

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa salah satu komponen dalam 7-onalntegritas adalah

Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah

pola pikir (mindset) serta budaya ke4a (adture set)

individu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Siau Tagu.landang Biaro secara sistematis dan konsisten

sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Zona

Integritas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
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menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang

Budaya Keda Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 197, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 tenlatg Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O23 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2O11

tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang

https: / / idih.kpu.eo.id / sulut/ sitaro
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Pedoman Pengembangan Budaya Ke{a (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah' teral<hir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2O23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 202O tentang

T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 202 1 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1571)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

https: l liain.hu.



-4-

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagu.naan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2O21 tentang Pembangunan

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O24 Nomor 4441;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O23 Nomor 601);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 14lORT.O7-KptlOl ll<PU lV l2O2l tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG BUDAYA

KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO.

Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

wajib dipergunakan sebagai acuan bagi semua jajaran di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya.

https: / /idih.kpu.eo.id/ sulut/ sitaro



KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 11 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

b Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

PATRAS

https: / /idih.kpu.so.id



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGUI,ANDANG
BI,ARO

BUDAYA XER.'A KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN XEPULAUAI{

SIAU TAGT'LANDANG BIARO

Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro berfokus pada nilai-nilai ASN BeTAKHLAK (Berorientasi

Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) untuk

mewujudkan Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Ini mencakup

kedisiplinan tinggi, pelayanan prima, transparansi, serta kerja sama tim

(kolektif kolegial) demi kepercayaan publik.

Nilai-Nilai Utama Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:

> BeTAXHI,AK dan Profesional: Seluruh pegawai KPU Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro menerapkan nilai dasar ASN, dengan penekanan

khusus pada integritas, kompetensi tinggi, dan loyalitas terhadap

peraturan perundang-undangan;

> KPU Melayani: Semboyan yang mengedepankan pelayanan terbaik, cepat,

ramah, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat;

> Integritas dan Netralitas: Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menegaskan posisi steril dari

kepentingan politik, jujur, dan anti-korupsi/ kolusi/ nepotisme ;

> Disiplin Kerja dan Kinerja: Diterapkan melalui apel pagi rutin, kepatuhan

walrtu, dan tanggung jawab tinggi terhadap target pekerjaan;

> Kolaboratif dan Solid: Menguatkan keda sama tim dan komunikasi,

seringkali melalui rapat pleno rutin untuk mengambil keputusan secara

kolektif kolegial.

> Inovatif dan Adaptif: Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan

"*rrrran 
dan teknologi dalam tahapan pemilu atau pemilihan.

https: / / idih.kpu.eo.id/ sulut/ sitaro



Dengan menerapkan nilai-nilai budaya kef a tersebut secara

berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki bekal yang optimal

dalam menyongsong tahapan pemilu atau pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUI,AUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUT.A.NDANG BIARO

b Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

PATRAS
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